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BUPATI PADANG LAWAS UTARA 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  

NOMOR   2  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010  

TENTANG PAJAK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PADANG LAWAS UTARA, 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

a. 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 

bahwa untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 582/476/SJ tentang 
Pencabutan/Perubahan Kepala Daerah dan Keputusan 
Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan 
Investasi; 
bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 52/PUU-IX/2011 yang amar Putusannya 
menyatakan pengenaan pajak permainan Golf 
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah; 
 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 44); 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4681); 

SALINAN 
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5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011); 
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 
11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 11); 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA 
dan 

 
BUPATI PADANG LAWAS UTARA, 

 
 
 
Menetapkan 

 
 
: 

                       MEMUTUSKAN: 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 
UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK 
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DAERAH. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 11) diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  menurut 
asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara. 
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk oleh DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan 
persetujuan bersama Bupati. 

8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang lawas utara. 
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), 
atau badan usaha milik daerah. 

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin 
tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas atau kemanfaatan 
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh Pribadi atau badan; 

13. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 

14. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, 
barang,prasarana atas kegiatan, pemanfaatan, sarana atau fasilitas 
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tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan; 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut alat pemotong retribusi 
tertentu; 

16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan 
tertentu dan pemerintah daerah yang bersangkutan; 

17. Surat penyetoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cam lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 
Kepala Daerah; 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang; 

19. Surat ketetapan retribusi daerah Lebih bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRLDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang yang 
seharusnya tidak terutang; 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat yang untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan / atau denda; 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola 
data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan secara profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan 
untuk menguji keptuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan 
atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi 
daerah; 

22. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkannya. 
  

2. Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 15 

 
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan 

dipungut bayaran. 
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. pameran; 
e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejeninya; 
f. sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. permainan bilyar, dan bowling; 
h. pacuan kuda, kenderaan bermotor dan permainan ketangkasan; 
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i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 
center); dan 

j. pertandingan olahraga. 
 
 
3. Ketentuan Pasal 69 dihapus 
4. Ketentuan Pasal 70 dihapus 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Padang Lawas Utara. 

 
 
Ditetapkan Di Gunungtua 
Pada tanggal 6 Januari 2020      
BUPATI PADANG LAWAS UTARA, 

 

   dto 

ANDAR AMIN HARAHAP 

Diundangkan di Gunungtua 
Pada tanggal  6 Januari 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, 
 
 
            dto 
 
BURHAN HARAHAP 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020   
NOMOR 2  
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, 
PROVINSI SUMATERA UTARA: (16 / 261 / 2019 ) 
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  

NOMOR  2    TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010  

TENTANG PAJAK DAERAH 
 

 

I. UMUM 

 
 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal II 

  Cukup Jelas 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 
NOMOR 80 

 


